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RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengurus dalam penjatahan simpanan kota
dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pengawasan penunjukan
cagar kota di Kota Dalisodo, Kawasan Wagir, Rezim Malang. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan wawancara terhadap empat narasumber, yaitu bupati, sekretaris,
pemodal, dan warga Kota Dalisodo. Selain itu, dokumen seperti laporan rencana pengeluaran
keuangan Kantor Kota Dalisodo tahun 2022 juga digunakan sebagai sumber informasi. Setelah
proses reduksi informasi, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan, data yang diberikan
selanjutnya dianalisis secara visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyaluran
tabungan daerah di Kota Dalisodo, Rezim Malang, terdapat sejumlah proses penting yang terlibat
dalam pengelolaan keuangan. Perencanaan dilakukan melalui pertemuan vila dan penyesuaian
proyek kota sesuai dengan rencana pengeluaran. Pelaksanaan melibatkan pencatatan semua
penggunaan dan pembayaran kota. Pengorganisasian juga merupakan faktor penting dengan
mengkoordinasikan kerjasama antar pemerintah kota. Pengungkapan informasi keuangan kota
dilakukan dengan menerbitkan laporan pengakuan, tanggung jawab, dan keuangan. Faktor
pendukung dalam pengelolaan ini termasuk dukungan masyarakat terhadap pembangunan kota,
adanya peralatan kantor yang memadai, kerja sama antar pemerintah kota, dan pengetahuan serta
pengalaman luas dari pejabat kota dalam mengelola simpanan kota.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa, Keuangan Desa.



BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat
teritorial yang diakui mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan dan mengawasi urusan
pemerintahan serta mewakili kepentingan lingkungan sekitar. Struktur pemerintahan dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia memperhatikan hak-hak sejarah dan tradisional kota
dalam hal pengelolaan lembaga eksekutif. Dalam situasi khusus ini, batasan kewenangan
pemerintah daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan dan
kemajuan lingkungan metropolitan.

Penjaminan sumber daya kota dan dewan keuangan kota berada di bawah pengawasan
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Bantuan yang diberikan daerah atau kota dalam hal
pendapatan wilayah atau sehari-hari sangat berpengaruh terhadap cara kota mengelola
keuangannya. Sistem moneter metropolitan digunakan setelah memperhitungkan pengecer
terkemuka. Cadangan kota (Town Asset Portion/ADD) harus digunakan sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Toko kecil ini memberikan kontribusi
yang signifikan terhadap pertumbuhan masyarakat dan kotamadya.

Rencana belanja ADD telah memberikan dana kepada Pemerintah Kota Dalisodo
untuk pengelolaan pendapatan desa khususnya untuk perbaikan infrastruktur. Divisi
administrasi keuangan dan organisasi dengan fokus pada ADD memberikan dukungan dalam
pengelolaan dana. Kepala kota dan Badan Permusyawaratan Kota (BPD) menjunjung tinggi
peraturan daerah yang tidak resmi dan bertugas mengelola cagar alam kota. Mempertahankan
kemandirian kota memerlukan pendanaan, dan pemerintah daerah dilibatkan dalam
perencanaan dan pengawasan penggunaan sumber daya tersebut.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemkot juga turut berkontribusi
membangun kota, melaksanakan tugas administrasi, melakukan perbaikan, dan meningkatkan
jaringan. Pemerintah kota memainkan peran kunci dalam perencanaan acara dan upaya

pembangunan sosial. mendistribusikan laporan pengakuan rencana keuangan (LRA), yang



memberikan laporan rinci tentang penggunaan aset kota. Diperlukan pengelolaan keuangan
kota yang lugas dan andal.

Dalam menangani tanggung jawab yang rumit, pemerintah desa harus menyesuaikan
diri dengan perkembangan zaman, pertumbuhan masyarakat, dan lingkungan sekitar.
Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pengendalian penyaluran uang desa dan
pembangunan desa. Tujuan penyaluran dana ke desa adalah untuk meningkatkan pelayanan,
perekonomian, dan kesenjangan pembangunan antar desa. Pengelolaan cagar alam kota juga
dipengaruhi oleh faktor represif dan faktor pemungkin.

Secara keseluruhan, alokasi cadangan kota dan pengelolaan moneter metropolitan
merupakan faktor penting dalam memajukan pertumbuhan dan pembangunan kawasan
perkotaan. Pedoman, dorongan, dan dukungan masyarakat, antara lain, memainkan peran
penting dalam mengelola cagar alam kota dan memastikan keberhasilan dan keberlanjutan
administrasi kota.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan
judul: “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dalisodo, Kecamatan

Wagir Kabupaten Malang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok bahasannya akan dibahas lebih
mendalam sebagai berikut:
1. Seberapa efektifkah perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, perincian, dan
tanggung jawab keuangan kota dalam pengelolaan pembagian aset?
2. Unsur apa saja yang mempengaruhi penetapan cagar kota di Kawasan Wagir Kabupaten
Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Pelajari tentang tata kelola yang digunakan untuk mendistribusikan uang tunai kepada
masyarakat, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan
tanggung jawab atas tindakan keuangannya.

2. Mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pengelolaan dana desa Dalisodo secara

finansial. Kabupaten Malang dan Wagir.



1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
Penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk memperluas wawasan sehingga dapat
menambah pengetahuan, informasi, dan pengalaman terkait topik yang telah diteliti dan
sebagai syarat untuk memperoleh sertifikasi empat tahun.

2. Bagi Desa
Kajian ini dilakukan di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, dan diyakini masyarakat akan
mendapatkan manfaat serta memberikan masukan dalam pengelolaan alokasi anggaran
desa (ADD).

3. Bagi akademik
Kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu bagi kemajuan akademik dan sumber

bagi para sarjana selanjutnya. tentang peneliti yang sama pada khususnya
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